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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Smart city Madani melalui 

Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru beserta faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih, selanjutnya data yang didapat dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik belum dapat mendukung 

implementasi kebijakan Smart city Madani karena belum membawa perubahan nyata dalam pelayanan masyarakat 

di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan masih ada ketidaksepemahaman antara instansi yang tergabung di MPP 

dengan standar pelayanan yang ditetapkan MPP terkait jam aktif pelayanan meskipun sudah memiliki SOP dan 

standar pelayanan yang telah ditetapkan. Belum adanya mekanisme pengawasan yang mengatur hal ini karena 

hanya mengandalkan MoU dan juga perjanjian kerjasama. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi 

MPP, dan tidak sedikit yang kecewa atas pelayanan yang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan dari segi 

SDM khususnya bagian informasi masih sangat minim. Kebijakan pembangunan MPP ini pada awalnya menjadi 

bukti nyata terobosan dan inovasi pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam mendukung smart city Madani 

dengan melibatkan seluruh instansi pelayanan yang ada untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Akan tetapi ditengah usia MPP yang terbilang masih baru serta masih memiliki banyak kekurangan 

yang perlu fokus dibenahi, justru muncul isu dan wacana mengubah sebagian gedung MPP menjadi alun-alun Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) sehingga potensi besar MPP saat ini seakan-akan tidak lagi menjadi perhatian utama 

kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat menganggap bahwa keberadaan MPP ini tidak lagi 

mendukung kebijakan smart city madani. Terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan Smart city 

Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru terdiri dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan kuota 

pelayanan dan masih rendahnya literasi digital masyarakat. 

 

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Smart city, MPP 

 

Abstract 

The aim of this research is to find out how implementation of the smart city madani policy through public 

service malls in Pekanbaru City and the inhibiting factors. The type of research used was qualitative by conducting 

interviews with selected informants, then the data obtained was analyzed descriptively qualitatively. The research 

results show that the Public Service Mall has not been able to support the implementation of the Smart city Madani 

policy because it has not brought real changes to public services in Pekanbaru City. This is because there is still 

disagreement between the agencies that are part of the MPP and the service standards set by the MPP regarding 

active service hours even though they already have SOPs and service standards that have been determined. There is 

no monitoring mechanism that regulates this because it only relies on MoUs and cooperation agreements. There are 

still many people who do not know the function of MPP, and quite a few are disappointed with the services provided. 

The reality in the field shows that in terms of human resources, especially the information section, it is still very 

minimal. This MPP development policy initially became clear evidence of breakthroughs and innovations in 

Pekanbaru City DPMPTSP services in supporting the Madani smart city by involving all existing service agencies 

to jointly improve services to the community. However, in the midst of the MPP's age, which is still relatively new 

and still has many shortcomings that need to be focused on being addressed, issues and discourses have arisen about 

turning part of the MPP building into a Green Open Space (RTH) square so that the great potential of the MPP at 

this time seems to no longer be a the main concern of government policy. As a result, many people think that the 

existence of this MPP no longer supports civil smart city policies. There are factors that hinder the implementation 
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of the Smart city Madani policy through the Public Service Mall in Pekanbaru City, consisting of a lack of 

socialization, limited service quotas and the low level of community digital literacy. 

 

Keyword: Implementation policy, smart city, MPP. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Menanggapi dinamika global yang terus berkembang, hampir semua segi aktivitas manusia secara 

inheren terkait dengan pengetahuan dan data. Kehadiran teknologi yang berkembang pesat memaksa 

entitas-entitas publik untuk memperbarui infrastruktur teknologi mereka agar tetap relevan dalam era digital 

ini. Fenomena perkembangan teknologi informasi yang terus menerus menimbulkan paradigma baru, yang 

mengarah pada transisi dari paradigma konvensional menuju era digital. Pandangan ini didukung oleh 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang merumuskan Kebijakan dan Strategi Nasional dalam 

Pengembangan E-Government, yang menjadi cerminan dari perubahan mendasar dalam tatanan 

administratif modern. 

Pelayanan umum melibatkan pengaturan dan penyediaan kebutuhan bersama dengan variasi bentuk 

pelayanan yang diberikan. Struktur organisasi yang menangani penyediaan layanan dan kesiapan institusi 

tersebut penting dalam menghadapi tuntutan zaman terkait pelayanan umum yang semakin mengarah pada 

model e-government. Adopsi e-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

administrasi publik dengan menyediakan informasi dan layanan yang lebih cepat dan hemat biaya. 

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan kepada 

masyarakat merupakan inti dari konsep e-government, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam 

menjalankan sistem pemerintahan. 

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah bertanggung jawab atas 

pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat lokal, sejalan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, 

serta mengedepankan prinsip otonomi sejauh mungkin, yang sesuai dengan landasan konstitusi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan 

Daerah, pasal 1 ayat (1) mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu urusan 

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan 

pemerintahan absolut merujuk pada wewenang pemerintah pusat yang tidak dapat diserahkan kepada 

pemerintah daerah. Urusan pemerintahan Konkuren merupakan bidang administrasi yang terbagi antara 

entitas pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota, yang kemudian diserahkan 

kepada tingkat daerah sebagai fondasi pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah. Sementara itu, urusan 

pemerintahan umum mencakup kegiatan administratif yang berada di bawah wewenang Presiden sebagai 

kepala eksekutif negara.  

 Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang terbagi antara pemerintah pusat dan daerah, Urusan 

Pemerintahan Konkuren merupakan aspek yang memperlihatkan distribusi kewenangan antara keduanya. 

Secara spesifik, kewenangan daerah dalam Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas dua jenis, yaitu 

Urusan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib mencakup dua bagian, yakni 

yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, efisiensi, transparansi, dan mendapatkan 

berbagai manfaat positif lainnya, implementasi e-government menjadi imperatif bagi lembaga pemerintah. 

Fenomena popularitas e-government sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  

E-government secara substansial menekankan implementasi teknologi informasi sebagai instrumen 

untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Prinsip-prinsip inti dari konsep ini mencakup dua 

elemen penting: pertama, pemanfaatan teknologi informasi, terutama internet, sebagai alat pendukung; 

kedua, penekanan pada hasil yang diharapkan, yaitu peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas 

administratif. Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa e-government tidak bertujuan untuk 

menggantikan sistem tradisional pemerintahan dalam interaksi dengan masyarakat. 

Dalam konteks e-government, warga masih dapat mengakses layanan melalui pos, melakukan 

interaksi melalui telepon untuk mendapatkan layanan publik, atau menggunakan surat sebagai medium 

komunikasi. Konsepsi e-government, sejalan dengan tujuan utamanya, adalah pemanfaatan teknologi 

informasi yang bertujuan untuk memperkuat interaksi antara entitas pemerintah dengan berbagai pihak. 

Secara esensial, e-government mewakili suatu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mengadopsi platform elektronik, dengan fokus utama 

pada peningkatan mutu layanan publik. 

Implementasi konsep Good Governance dan Pemerintahan Bersih dilakukan dengan menerapkan 

prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini diperkuat dengan 

kebijakan dan peraturan yang bersifat independen dan tidak bias serta memastikan adanya keterlibatan 

ekonomi dan sosial yang adil, transparan, profesional, dan akuntabel di antara semua pihak yang terlibat 

(stakeholders). Peningkatan standar layanan publik melalui implementasi tata kelola pemerintahan yang 

berkualitas dan bebas dari korupsi membutuhkan dukungan yang kokoh dalam pengaturan keuangan yang 

optimal, produktif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui penerapan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik dan bersih, akan tercipta kerangka kerja pemerintahan yang unggul dan 

transparan. 

Pelayanan masyarakat melalui sistem berbasis teknologi informasi secara online, atau yang dikenal 

sebagai e-government, telah mencapai tingkat partisipasi sebesar 80 persen dalam program Riau Go IT di 

Provinsi Riau pada Oktober 2016. Hal ini menandakan bahwa Riau telah memasuki fase yang memenuhi 

standar integritas dalam layanan publik, dengan potensi peningkatan tingkat penerapan e-government yang 

lebih lanjut melalui peningkatan infrastruktur teknologi. Melalui implementasi e-government, semua proses 

perencanaan telah terhubung secara efektif melalui portal resmi yang mewakili setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di bawah lingkup Pemerintah Provinsi Riau. Riau Go IT muncul sebagai inisiatif terbaru 

yang bertujuan untuk menyediakan akses pelayanan yang lebih efisien bagi masyarakat yang mengandalkan 

teknologi informasi secara online, dengan tujuan memberikan kemudahan akses informasi dan pelayanan 

yang optimal bagi seluruh masyarakat. 

Fungsi utama dari e-government adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta 

memfasilitasi koordinasi yang lebih lancar antara berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga 

tingkat desa. Sejalan dengan hal tersebut, Riau Go IT dijadikan sebagai moto Provinsi Riau dalam 

mengembangkan sektor informasi dan teknologi dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik 

serta meningkatkan transparansi pemerintahan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, 

termasuk di wilayah pedesaan, sehingga dapat mewujudkan provinsi yang berorientasi pada teknologi yang 

canggih. 

Melalui inisiatif untuk meningkatkan standar pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan 

memperkuat tingkat keterbukaan dan tanggung jawab, pemerintah dapat secara konkret mewujudkan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih. Sebagai bagian dari upaya mendukung 

gerakan Riau Go IT, Pemerintah Provinsi Riau telah mengimplementasikan fasilitas daring, seperti situs 

web resmi di www.riau.go.id, yang tersedia untuk diakses oleh seluruh masyarakat. Di platform tersebut, 
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warga dapat mengakses dan memperbarui informasi terkait aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Riau, termasuk informasi dan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), alamat 

website dan surel SKPD, galeri foto dan video, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dan 

aspek lainnya. Dengan demikian, warga tidak lagi perlu mengalami kesulitan dalam mencari informasi 

mengenai kegiatan pemerintah Provinsi Riau, karena mereka dapat dengan mudah mengaksesnya melalui 

situs web www.riau.go.id, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, sebagai langkah untuk 

meningkatkan kerjasama dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan E-

government antara Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota, dilakukan Penandatanganan Kerjasama (MOU) di 

Grand Jatra Hotel Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017.  

Smart city atau yang sering disebut sebagai kota cerdas, merupakan suatu bentuk perkotaan yang 

mengadopsi sistem teknologi informasi untuk mengoptimalkan manajemen kota dan memberikan layanan 

yang efisien kepada penduduknya. Konsep esensi dari kota pintar, sebagaimana diusung oleh Pemerintah 

Kota Pekanbaru, adalah kemampuan suatu kota untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan 

pemenuhan kebutuhan masyarakatnya secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan teknologi dan 

infrastruktur yang ada, serta berfokus pada terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh 

warganya. 

Sangaji, Noor dan Navasari (2022:65) menjelaskan smart city adalah kota cerdas yang berdaya saing 

dan berbasis teknologi informasi serta didukung oleh tata kelola pemerintahan cerdas (smart government), 

sinergi pembangunan ekonomi cerdas (smart economy), penggunaan moda transportasi cerdas (smart 

mobility), pemeliharaan lingkungan (smart environment), dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup 

cerdas (smart living) dan partisipasi cerdas masyarakat (smart people). 

Berbagai penelitian terkait implementasi smart city di berbagai Kota di Indonesia masih 

menunjukkan hasil yang saling kontradiksi. Penelitian Nurdiassa dkk (2021) di Makassar menunjukkan 

bahwa di masa pemerintahan Walikota Danni Pomanto, implementasi smart city telah membawa perubahan 

signifikan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan 

masyarakat secara luas dan merata. Penelitian Putra dan Maesarini (2018) di Jakarta Timur menunjukkan 

bahwa implementasi smart city oleh Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan baik. Penelitian Firmansyah 

(2019) terhadap penerapan jakarta smart city terhadap pelayanan publik periode 2014-2017 juga 

menunjukkan kesuksesan besar dimana adanya layanan portal smartcity.jakarta.go.id memberikan 

keleluasaan akses teknologi dan informasi bagi para masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan dapat dipantau langsung oleh masyarakat sehingga layanan ini sangat memuaskan 

masyarakat. 

Penelitian Hidayat dan Soetarto (2022) di Sumenep menunjukkan konsep smart city jika ditinjau 

dari 5 aspek maka sudah mencakup smart economy, smart people, smart governance. Sementara untuk 

smart environment dan smart living belum memenuhi konsep yang dituju. Penelitian Wahyudi, Widowati 

dan Nugroho (2022) di Kota Bandung menemukan bahwa implementasi kebijakan smart city di Kota 

Bandung masih memiliki sejumlah permasalahan seperti konsep smart city yang belum tersosialisasi secara 

merata di masyarakatnya dan penerapan smart city yang masih terfokus pada pembangunan teknologi, 

tetapi mengabaikan dimensi manusia dan institusi. Penelitian Perdana (2019) di Kota Pekanbaru juga 

menunjukkan bahwa kebijakan smart city belum didukung dengan sumber daya yang mumpuni, seperti 

anggaran yang terbatas dan tidak ada bantuan dari pemerintah pusat, peralatan pendukung yang belum 

memadai, kapasitas OPD yang belum menunjukkan komitmen serta dukungan masyarakat yang belum 

optimal. Penelitian Beteng (2022) di Manado juga menunjukkan bahwa kepatuhan implementor dalam 

melaksanakan smart city belum sesuai sasaran. 

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 56 tahun 2019 tentang masterplan Pekanbaru Smart city pasal 

6 menjelaskan sasaran dari Masterplan Pekanbaru Smart city salah satunya adalah meningkatnya kualitas 

dan jumlah layanan publik baik disisi teknologi dan infrastruktur. 
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Gambar 1.1 

Enam Pilar Pekanbaru Smart city Madani 

 

 
Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2019 tentang Masterplan Pekanbaru 

Smart city 

 

Berdasarkan 6 pilar tersebut, maka smart government bermakna pelayanan publik kepada 

masyarakat didukung dengan smart aparatur berarti petugas memiliki kesehatan, berkompeten serta 

berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. 

Smart budaya kerja berarti petugas bersikap profesional, disiplin, bekerja keras dan cerdas. Smart sistem 

kerja bermakna adanya kolaborasi yang terkoneksi serta terintegrasi. 

Smart people dimaksudkan masyarakat Kota Pekanbaru akan meningkat dari segi memiliki 

kesehatan mental, fisik yang sehat dan bugar serta terhindar dari penyakit serta harapan hidup tinggi. 

Kompeten berarti masyarakat kota Pekanbaru akan berpendidikan, terampil dan menguasai teknologi. 

Terpuji akhlaknya dan maju secara budaya di tengah revolusi digitalisasi. 

Konsep ekonomi cerdas, atau yang dikenal sebagai smart economy, menggambarkan upaya bersama 

pemerintah dan masyarakat dalam membangun suatu kerangka ekonomi yang didasarkan pada 

pemberdayaan dan peningkatan daya saing. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi 

informasi dan infrastruktur pendukung lainnya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai 

sektor ekonomi. Dengan menekankan partisipasi masyarakat dan pendekatan ekonomi kerakyatan, serta 

memperhatikan kepadatan modal, konsep ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan 

kreativitas yang menghasilkan produk dan jasa berkualitas. Selain itu, smart economy juga menekankan 

pentingnya kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, memanfaatkan potensi yang ada, dan membangun 

kemandirian serta ketangguhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan daya saing secara keseluruhan. 

Konsep lingkungan yang cerdas, didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang 

mempromosikan kebersihan, kesehatan, keindahan alam, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan 

keberlanjutan. Upaya ini tercermin dalam strategi pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan 

prinsip-prinsip lingkungan, seperti pengembangan industri berwawasan lingkungan, ekonomi hijau, 

pembangunan bangunan ramah lingkungan, serta konsep lain yang bertujuan untuk menjaga dan 

melestarikan harmoni dalam ekosistem lingkungan hidup. 

Konsep smart mobility, yang merujuk pada strategi untuk mengoptimalkan pergerakan manusia dan 

barang di lingkungan perkotaan yang terbatas ruangnya, menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur 

transportasi publik yang beragam, didukung oleh teknologi informasi. 

Konsep smart living merujuk pada upaya untuk mencapai tingkat kehidupan yang unggul dalam 

berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan mental, dan spiritual, dengan 
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mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi (TI), sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan tersebut secara efisien dan efektif. 

Kehadiran Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan, 

mengingat statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Riau dengan populasi yang heterogen. Oleh karena itu, 

perlunya peningkatan kualitas layanan dari berbagai lembaga terkait guna memenuhi beragam kebutuhan 

masyarakat Pekanbaru. Upaya pemberian wewenang penuh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat yang langsung 

dilayani dan didorong untuk aktif berpartisipasi.  

Asumsi yang dinyatakan adalah bahwa semakin dekat jarak antara pelayan dan penerima layanan, 

semakin mungkin pelayanan tersebut akan memenuhi harapan masyarakat. Dalam konteks ini, diharapkan 

bahwa pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan kualitas 

keseluruhan layanan. Oleh karena itu, didorong oleh tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pembentukan entitas pelayanan daerah merupakan langkah yang diambil. Latar belakang penyelenggaraan  

Mal Pelayanan Publik sesuai aturan yang dijelaskan berdasarkan:  

1. Perpres No 47/2015 : KemenpanRB-Nakhoda RB   

2. Perpres No 81/2010 : Grand Design-RB 2010-2015   

3. UU No 25/2009 : Yanlik dan Peraturan Pelaksana   

4. Inpres No 12/2016 : Gerakan Indonesia Melayani   

5. PermenPANRB N0 23/2017 : Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 

MPP, yang dikonseptualisasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (KEMENPAN RB), merupakan bagian integral dari upaya yang bertujuan untuk merombak 

secara menyeluruh dan mengubah paradigma dalam tata kelola layanan publik. Dengan menyatukan ragam 

layanan di bawah satu atap, menyederhanakan prosedur, dan mengintegrasikan layanan-layanan tersebut di 

Mal Pelayanan Publik, hal ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap beragam layanan 

publik yang ada, serta untuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga penyelenggara 

pelayanan tersebut. 

Inovasi dalam pelayanan publik yang dikenal sebagai Mal Pelayanan Publik Pekanbaru, yang 

pertama kali diinisiasi oleh Walikota Pekanbaru, Bapak Dr. H. Firdaus, S.T., M.T pada awal tahun 2019, 

disahkan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 603 Tahun 2018 tentang Pembentukan Mal 

Pelayanan Publik. Mal tersebut merupakan model pelayanan satu atap yang menyediakan berbagai layanan 

yang dapat diakses oleh masyarakat Pekanbaru baik secara daring maupun luring.  

Banyak hal yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan MPP ini, mulai 

dari promosi di berbagai platform media sosial, spanduk dan banner, promosi melalui website resmi milik 

pemerintah, serta artikel melalui media cetak dan juga artikel-artikel berita online. pada saat ini layanan 

yang tersedia sudah mencapai 266 jenis layanan dari 34 instansi dan 88 loket pelayanan. Layanan tersebut 

terdiri dari perizinan maupun non-perizinan dari Instansi baik pemerintah maupun swasta. Adapun jumlah 

kunjungan masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru selama kurun waktu 4 tahun terakhir. 

Pada awal diresmikan tahun 2019 terdapat 117.143 pengunjung, jumlah ini terus menurun di tahun 

2020 menjadi 112.350 pengunjung dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi 111.665 pengunjung. 

Hingga bulan November tahun 2022 terdapat kenaikan signifikan mencapai 133.892 pengunjung dan 

hingga akhir tahun diprediksi jumlah ini terus meningkat. Adapun masyarakat pengunjung dapat 

menginstall aplikasi yang dapat diunduh di Play Store namun hanya tersedia untuk perangkat android saja 

dengan tampilan berikut: 
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Gambar 1.3 

Halaman Pada Aplikasi SIAP MPP PKU 

 

 
 

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa aplikasi ini telah didownload sebanyak 5000 kali dengan 

review hanya mendapatkan 3.3/5 saja. Selain itu, hingga tahun 2022 tanggapan masyarakat yang telah 

menggunakan layanan MPP ini mayoritas memberikan review yang negatif. Keterbatasan ini mendukung 

kurangnya mekanisme kontrol dan visi, dan koordinasi antar departemen pemerintah, menyebabkan 

masalah efisiensi dan membatasi proses partisipatif. Selain itu kurangnya kerjasama dalam pemerintahan 

dan kurangnya koordinasi antar departemen mendukung penerapan struktur kaku yang tidak mendorong 

debat terbuka dan konsep terbuka (Sharifi dan Manian, 2010). Kurangnya dukungan dari pemimpin-

pemimpin publik kunci dapat tercermin dari kurangnya perumusan kebijakan TIK Pemerintah yang tepat 

untuk mempromosikan penyebaran informasi, perencanaan yang tepat untuk adopsi dan difusi infrastruktur 

jaringan pengembangan TIK, dan merangsang peningkatan produktivitas dan kreativitas (Navarra, 2010). 

Pekanbaru mengikuti kemajuan era pemerintahan berbasis digital, birokrasi digital dan pelayanan 

digital kepada masyarakat. Digitalisasi yang kemudian dikemas menjadi smart city tentunya memiliki 

banyak tantangan yang harus disikapi dengan baik, yaitu kemampuan SDM yang akan menjalankan 

birokrasi digital nantinya, teknologi yang sempurna untuk menjalankan sistem digital itu sendiri dan 

masyarakat yang siap dengan kecerdasan mata dalam memasuki era digital. Tantangannya cukup berat jika 

pemerintah tidak mampu menghadirkan sosok pemerintahan yang tangkas, artinya pemerintah yang 

tangkas dapat membaca situasi dan merespon dengan menghadirkan kebijakan yang tepat dalam menyikapi 

setiap kondisi yang ada. 

SOP MPP diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Ssatu 

Pintu Kota Pekanbaru Nomor: Kpts.66/DPMPTSP/2019 tentang Standar Operasional Prosedur 

Penyelenggaraan Layanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru.Berdasarkan hasil observasi ditemui 

fenomena masalah implementasi kebijakan ini. Ditinjau dari pilar smart government, penyelenggaraan 

MPP ini belum menunjukkan budaya dan sistem kerja yang optimal mengingat masih adanya 

ketidaksepehamaman dari instansi pelayanan yang diselenggarakan baik dari Pemerintah 

Daerah/BUMN/BUMD maupun swasta terkait SOP pelayanan meskipun adanya kesepakatan yang 

dituangkan dalam nota kesepahaman. Sebagai contoh, jam buka sesuai SOP pelayanan MPP adalah hari 

efektif pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB. Namun kenyataannya tidak semua instansi menerapkannya 

sehingga masyarakat yang datang pagi-pagi pun belum terlayani.  

Ditinjau dari pilar smart people, masih adanya keluhan masyarakat atas sikap aparat yang bertugas 

atas pelayanan di MPP, dimana dari 235 ulasan yang diberikan masyarakat atas pelayanan MPP di google 
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maps mayoritas diantaranya mengeluh memberikan feedback negatif. Masyarakat mengeluh atas sistem 

online yang diterapkan, waktu penyelesaian dokumen yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, prosedur 

administrasi yang rumit, waktu pelayanan yang tidak jelas, dan keluhan lainnya. Selanjutnya pada pilar 

smart economy, pengurusan surat izin usaha bagi UMKM sudah terlayani dengan mudah dan cepat 

langsung di MPP, dimana data Dinas Koperasi dan UKM Riau tahun 2022 menyebutkan saat ini sudah ada 

68.728 usaha mikro, kecil dan menengah yang telah terdaftar. Pada pilar smart environment, untuk beberapa 

instansi seperti Disdukcapil seluruh datanya sudah terintegrasi secara real time dengan kantor utama, 

sehingga seluruh pelayanan dapat selesai di MPP. Untuk instansi lain khususnya swasta masih banyak 

keterbatasan pelayanan sehingga masyarakat menganggap pelayanan di kantor utama jauh lebih efektif dan 

efisien.  

Pilar smart mobility, lokasi MPP sudah sangat strategis karena berada di pusat kota. Akses ke MPP 

dapat terlayani dengan baik karena adanya dukungan transportasi untuk menuju ke MPP melalui trans 

metro. Terakhir adalah pada pilar smart living, belum semua instansi pemerintah dapat tergabung di MPP 

karena instansi yang diprioritaskan tergabung untuk yang tingkat kunjungannya sangat tinggi setiap 

harinya.  

Kebijakan penerapan pelayanan di MPP ini juga belum dapat diimplementasikan sesuai dengan 

tujuan utama. Meskipun Mal Pelayanan Publik (MPP) telah diinisiasi dengan konsep terintegrasi dan 

memiliki data tunggal masyarakat, namun proses layanan masih mengharuskan masyarakat untuk 

membawa dokumen pendukung persyaratan layanan, meskipun seluruh informasi pribadi mereka telah 

tercatat secara online dan tersimpan dalam database yang terintegrasi. 2) Kesalahan yang masih ada dalam 

infrastruktur jaringan saat melakukan proses masuk ke layanan email untuk mendapatkan nomor antrian 

telah menyebabkan terbentuknya antrian yang sangat panjang, mengakibatkan ketidakteraturan dalam 

suasana di Mal Pelayanan Publik. 3) Persepsi masyarakat terhadap waktu yang diperlukan untuk 

memperoleh layanan tertentu dinilai masih terlalu lama. 4) Meskipun terdapat mekanisme antrian daring 

melalui aplikasi, namun dalam praktiknya, seringkali mekanisme tersebut tidak berfungsi, karena 

pengunjung merasa perlu untuk mengantre secara manual. 

Menurut Friederick (Nugroho, 2014:126), “kebijakan harus dilihat dari pengetahuan. Kebijakan 

diuraikan dengan kebijakan lain yang berarti pengetahuan, dan yang menyimpulkan wawasan. 

Kemungkinan ketajaman dari suatu kebijakan membutuhkan pemikiran tambahan, sementara teknik 

mengkonsolidasikan aturan yang ada di dalamnya”. Kemudian menurut Koontz dan O’Donnel (Nugroho, 

2014:126), “kebijakan sebagai pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan”. 

Menurut Mulyadi (2015:50), studi implementasi merupakan tinjauan untuk menemukan siklus 

eksekusi dari kebijakan, motivasi mendasar di balik interaksi kebijakan itu sendiri adalah untuk 

memberikan kritik terhadap pendekatan eksekusi dan selanjutnya untuk melihat apakah siklus kebijakan 

sesuai dengan rencana atau pedoman yang telah ditetapkan, kemudian, pada titik itu, untuk menemukan 

penghalang dan masalah yang muncul dalam siklus kebijakan. 

 

 

2. METODE 

 

Pelndelkatan pelnellitian ini adalah pelnellitian kulalitatif. Melnulrult Crelswelll (2010:4) pelnellitian kulalitatif 

adalah melrulpakan meltodel-meltodel ulntulk melngelksplorasi dan melmahami makna yang olelh seljulmlah 

individul ataul selkellompok orang dianggap belrasal dari masalah sosial ataul kelmanulsiaan. Selcara holistik, 

dan delngan cara delskripsi dalam belntulk kata-kata dan bahasa, pada sulatul kontelks khulsuls yang alamiah dan 

delngan melmanfaatkan belrbagai meltodel alamiah. Belntulk pelnellitian ini adalah pelnellitian lapangan (fielld 

relselarch). Adapuln informan dalam pelnellitian ini adalah yang pelnelliti anggap dapat melmbelrikan informasi 

paling rellelvan selsulai masalah pokok pelnellitian, yaitul: Kelpala DPMPTSP Kota Pelkanbarul, Kelpala Selksi 
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Pelngadulan dan Informasi Layanan MPP Pelkanbarul, Staff Selksi Pelngadulan dan Informasi Layanan MPP 

Pelkanbarul, Staff Kelbijakan dan Pelnyullulhan Layanan MPP Pelkanbarul dan Masyarakat Pelngulnjulng MPP. 

Telknis analisa yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah analisis delskriptif kulalitatif. Telknik analisa data 

ini melngulraikan, melnafsirkan dan melnggambarkan data yang telrkulmpull selcara sistelmik dan sistelmatik. 

Ulntulk melnyajikan data telrselbult agar lelbih belrmakna dan muldah dipahami adalah melnggulnakan intelractif 

modell dari Milels dan Hulbelrman (dalam Molelong, 2014:251) 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Implementasi Kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru  

Kelbijakan Mal Pellayanan Pulblik (MPP) di Pelkanbarul melrulpakan bagian intelgral dari ulpaya 

melwuljuldkan visi Kota Pelkanbarul selbagai Smart city Madani. Mal Pellayanan Pulblik Pelkanbarul belrtuljulan 

ulntulk melmbelrikan pellayanan yang lelbih elfisieln, transparan, dan inklulsif kelpada masyarakat. Dalam ulpaya 

melncapai tuljulan telrselbult, MPP Pelkanbarul akan melnyeldiakan belrbagai layanan pulblik yang muldah diaksels 

olelh warga, baik mellaluli platform digital maulpuln mellaluli layanan konvelnsional. Pellayanan telrselbult 

melncakulp pelrizinan ulsaha, layanan kelselhatan, pelndidikan, dan layanan sosial lainnya. MPP Pelkanbarul 

julga akan melmastikan adanya sistelm pellaporan masalah masyarakat yang elfelktif, selhingga seltiap 

pelrmasalahan yang mulncull dapat ditangani delngan celpat dan telpat. 

Sellain itul, MPP Pelkanbarul julga akan melngintelgrasikan telknologi informasi ulntulk melningkatkan 

kulalitas pellayanan pulblik. Ini melncakulp pelnggulnaan telknologi dalam manajelmeln data, pellaporan, dan 

pelmantaulan layanan pulblik. Delngan adopsi telknologi yang canggih, masyarakat dapat delngan muldah 

melngaksels informasi yang melrelka bultulhkan, mellaporkan masalah, dan belrpartisipasi dalam prosels 

pelngambilan kelpultulsan. Mellaluli implelmelntasi MPP Pelkanbarul, pelmelrintah Kota Pelkanbarul akan 

melmastikan bahwa pellayanan pulblik tidak hanya elfelktif, teltapi julga melmbelrikan pelngalaman yang lelbih 

baik bagi masyarakat. Selmula ini melrulpakan langkah konkrelt dalam melwuljuldkan Pelkanbarul selbagai Smart 

city Madani, di mana telknologi dan pellayanan pulblik yang baik digabulngkan ulntulk melnciptakan kota yang 

lelbih modelrn, inklulsif, dan belrkellanjultan. 

Seljak direlsmikan olelh Walikota Pelkanbarul Bapak Dr. H. Firdauls, S.T., M.T yang direlsmikan di awal 

tahuln 2019, pelmbelntulkan Mal Pellayanan Pulblik diatulr dalam Pelratulran Walikota Pelkanbarul Nomor 603 

Tahuln 2018 Telntang Pelmbelntulkan Mal Pellayanan Pulblik, tellah belrjalan sellama kulrang lelbih hampir 4 

tahuln waktul belrjalan. Hasil pelnellitian dari implelmelntasi kelbijakan ini selbagai belrikult: 

 

Komunikasi 

Komulnikasi adalah salah satul dimelnsi paling pelnting ulntulk kelbelrhasilan dalam pelncapaian tuljulan 

satul ulnit kelrja dalam melngimplelmelntasikan kelbijakan pelmelrintah titik dalam kontelks ini komulnikasi 

belrkelnaan delngan Prosels pelnyampaian informasi yang didalamnya belrisi pelsan pelnting dari pelngambil 

kelbijakan kelpada stakelholdelrs. Olelh karelna itul dibultulhkan keljellasan informasi kelbijakan selrta konsistelnsi 

Informasi yang disampaikan pada pihak telrkait pada kondisi ini pelran komulnikasi belrangkat dari asulmsi 

yang melnyatakan bahwa implelmelntor kelbijakan akan mellaksanakan apa yang ditelrima dan dipahami dalam 

satul kelbijakan. Telrdapat tiga faktor melngulkulr kelbelrhasilan komulnikasi yang pelrtama adalah 1) transmisi 

(sosialisasi), 2) keljellasan, dan 3) konsistelnsi. 

Telrdapat belbelrapa hambatan ulmulm yang biasa telrjadi dalam transmisi komulnikasi yaitul telrdapat 

pelrtelntangan antara pellaksana kelbijakan delngan pelrintah yang dikellularkan olelh pelmbulat kelbijakan. 

Pelrtelntangan selpelrti ini akan melngakibatkan distorsi dan hambatan yang langsulng dalam komulnikasi 

kelbijakan.  Keldula, informasi yang disampaikan mellaluli belrlapis-lapis hielrarki birokrasi. Distorsi 

komulnikasi dapat telrjadi karelna panjangnya rantai informasi yang dapat melngakibatkan bias informasi. 



Jurnal Niara    Vol. 17, No. 2 September 2024, Hal. 562-585 

 

P-ISSN 1693-3516 | E-ISSN 2528-7575         571 

 

Keltiga, masalah pelnangkapan informasi julga diakibatkan olelh pelrselpsi dan keltidakmampulan para 

pellaksana dalam melmahami pelrsyaratan-pelrsyaratan sulatul kelbijakan. 

 

Transisi (Sosialisasi) 

Sosialisasi melrulpakan kelgiatan yang dilakulkan olelh pihak yang dibelri kelwelnangan selbagaimana 

diatulr dalam sulatul kelbijakan, aktor telrselbult pada ulmulmnya melrulpakan aparat pelmelrintah yang selcara 

lelgal-formal melmiliki kelwelnangan dan telrikat delngan kelbijakan yang tellah dibulat telrselbult, apakah itul 

pihak yang telrlibat langsulng dalam prosels pelrulmulsan kelbijakan (dalam tahap formullasi kelbijakan), ataul 

pihak yang selngaja ditulnjulk olelh pelmelrintah ulntulk mellakulkan kelgiatan sosialisasi, ataul julga pihak yang 

akan telrlibat langsulng dalam implelmelntasi kelbijakan telrselbult, selhingga pihak-pihak telrselbult haruls 

melmastikan bahwa pihak lainnya belselrta kellompok sasaran melngeltahuli isi ataul sulbstansi dari  sulatul 

kelbijakan yang tellah dibulat telrselbult. 

Sosialisasi melmainkan pelran yang sangat pelnting dalam implelmelntasi kelbijakan Smart city Madani 

mellaluli Mal Pellayanan Pulblik di Kota Pelkanbarul. Dalam kontelks ini, sosialisasi belrtuljulan ulntulk 

melningkatkan pelmahaman masyarakat telntang visi dan tuljulan dari program Smart city Madani, selrta 

manfaat yang akan melrelka pelrolelh. Delngan mellakulkan sosialisasi yang elfelktif, pelmelrintah dapat 

melnghilangkan keltidakpastian dan kelragulan yang mulngkin dimiliki olelh masyarakat telrkait delngan 

pelrulbahan yang akan telrjadi dalam infrastrulktulr dan layanan pulblik. Sosialisasi julga melmulngkinkan 

masyarakat ulntulk belrpartisipasi aktif dalam prosels pelrelncanaan dan pellaksanaan proyelk-proyelk Smart city 

Madani, melmulngkinkan melrelka melmbelrikan masulkan yang belrharga dan melmahami cara telrbaik ulntulk 

melmanfaatkan telknologi dalam kelhidulpan selhari-hari. 

Sosialisasi yang baik, pelmelrintah dapat melmpromosikan buldaya inklulsi dan kolaborasi dalam 

pellaksanaan kelbijakan Smart city Madani. Masyarakat yang telreldulkasi akan lelbih celndelrulng ulntulk 

melndulkulng ulpaya-ulpaya pelmbangulnan kota celrdas ini, dan melrelka dapat melnjadi mitra yang belrharga 

dalam melnciptakan solulsi yang lelbih elfelktif dan inovatif. Sosialisasi julga melmbantul dalam melmbanguln 

kelpelrcayaan antara pelmelrintah dan masyarakat, yang melrulpakan aspelk kulnci dalam kelsulkselsan program 

Smart city Madani. Delngan delmikian, sosialisasi bulkan hanya selkadar alat ulntulk melnyelbarkan informasi, 

teltapi julga selbagai cara ulntulk melmbanguln dulkulngan pulblik yang kokoh, melmpelrcelpat pelnelrimaan 

telknologi, dan melncapai tuljulan Smart city Madani delngan lelbih elfisieln. 

 

Kejelasan 

Adanya pelnyelbarlulasan informasi yang dilakulkan melngelnai isi ataul sulbstansi kelbijakan yang tellah 

dibulat telrselbult yang mana hal ini melrulpakan pelnjabaran isi ataul sulbstansi dari sulatul kelbijakan yang tellah 

dibulat. Keljellasan akan adanya informasi dalam prosels sosialisasi akan melnelntulkan tingkat pelngeltahulan 

dan pelmahaman dari pihak-pihak yang akan telrlibat dalam implelmelntasi sulatul kelbijakan yang tellah dibulat, 

selhingga isi ataul sulbstansi kelbijakan telrselbult haruls belnar-belnar jellas, rinci dan dapat dipahami delngan 

muldah. 

Prosels pelmbongkaran geldulng ultama Mal Pellayanan Pulblik (MPP) kini suldah melncapai 70 pelrseln. 

Geldulng telrselbult akhirnya dibongkar pasca kelbakaran helbat pada Marelt 2023 lalul. Melski pelmbongkaran 

suldah belrjalan, namuln bellulm ada angin selgar telrkait nasib pelmbangulnan geldulng barul MPP di tahuln 2024. 

Pelmbangulnan bellulm bisa telrlaksana lantaran kondisi kelulangan daelrah bellulm melmulngkinkan. Akan ada 

FGD telrkait pelrelncanaan. Mulngkin akan melnjadi bangulnan telrpadul, geldulng MPP delngan geldulng layanan 

pulblik, apakah delngan RTH, masih pra pelrelncanaan, akan teltap geldulng MPP yang dikombain delngan RTH 

ataul aluln aluln. 

Sellain itul, keljellasan dalam kelbijakan melnciptakan dasar yang kulat ulntulk transparansi dan 

akulntabilitas. Delngan melneltapkan tuljulan dan indikator kinelrja yang jellas, pelmelrintah dapat lelbih muldah 

dipelrtanggulngjawabkan atas kelmajulan ataul kelgagalan implelmelntasi program-program Smart city Madani. 
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Masyarakat julga dapat lelbih muldah mellihat bagaimana sulmbelr daya pulblik digulnakan dan apakah melrelka 

melndapatkan manfaat yang dijanjikan. Keljellasan dalam kelbijakan melnciptakan kelpelrcayaan antara 

pelmelrintah dan masyarakat, yang melrulpakan faktor kulnci dalam kelsulkselsan kelbijakan Smart city Madani. 

Olelh karelna itul, pelnting ulntulk melmastikan bahwa seltiap aspelk dari kelbijakan Smart city Madani di Kota 

Pelkanbarul dirancang dan diimplelmelntasikan delngan keljellasan yang maksimal. 

Keltika belrbicara telntang implelmelntasi kelbijakan Smart city Madani mellaluli Mal Pellayanan Pulblik 

di Kota Pelkanbarul, keljellasan melrulpakan aspelk yang sangat pelnting. Keljellasan kelbijakan melncakulp 

pelngelrtian yang jellas telntang tuljulan, tulgas, tanggulng jawab, dan manfaat yang akan dipelrolelh olelh selmula 

pelmangkul kelpelntingan, telrmasulk masyarakat, pelmelrintah, dan selktor swasta. Delngan melmiliki 

pelmahaman yang telgas telntang apa yang diharapkan dari kelbijakan Smart city Madani, selmula pihak telrlibat 

dapat belkelrja delngan lelbih elfelktif dan elfisieln. Keljellasan ini julga melmbantul melnghindari kelbingulngan dan 

keltidakpastian yang dapat melmpelrlambat ataul melnghambat pellaksanaan proyelk-proyelk Smart city Madani. 

Sellain itul, keljellasan dalam kelbijakan melmulngkinkan pelmantaulan yang lelbih baik, yang sangat pelnting 

ulntulk melmastikan bahwa program-program Smart city Madani melncapai tuljulan melrelka selsulai jadwal. 

 

Konsistensi 

Adanya konsistelnsi melruljulk pada kellompok sasaran ataul dalam istilah lainnya diselbult targelt groulp 

yang mana kellompok telrselbult melrulpakan objelk yang akan dikelnakan sulatul kelbijakan. Kellompok sasaran 

melnjadi pelnelntul apakah kelbijakan yang tellah dibulat akan belrhasil ataul tidak, hal ini dikarelnakan maksuld 

dari sulatul kelbijakan yang dibulat telrselbult yaitul ulntulk melrelspons ataul melnanggullangi pelrmasalahan yang 

ada dalam kellompok sasaran telrselbult. 

Konsistelnsi dalam pellayanan pulblik melnciptakan rasa kelpelrcayaan dan kelnyamanan bagi 

masyarakat. Dalam transformasi melnuljul Smart city, kelpelrcayaan masyarakat telrhadap pelmelrintah sangat 

pelnting. Delngan konsistelnsi dalam melnyeldiakan pellayanan pulblik yang belrkulalitas, masyarakat akan 

melrasa dihargai dan didulkulng dalam aktivitas selhari-hari. Hal ini akan melmbantul melmpelrkulat citra Kota 

Pelkanbarul selbagai kota yang peldulli telrhadap kelbultulhan warganya, selhingga masyarakat akan lelbih telrbulka 

telrhadap telknologi dan inovasi yang dipelrkelnalkan dalam ulpaya melnciptakan Smart city Madani. 

Sellain itul, konsistelnsi dalam mal pellayanan pulblik julga melrulpakan langkah pelnting ulntulk 

melnciptakan kelselragaman dan elfisielnsi dalam layanan. Dalam prosels melnuljul Smart city, elfisielnsi melnjadi 

salah satul kulnci kelsulkselsan. Delngan adanya konsistelnsi dalam pellayanan pulblik, prosels administrasi dan 

transaksi melnjadi lelbih muldah dan celpat, melngulrangi birokrasi yang belrbellit-bellit. Ini melmulngkinkan 

pelmelrintah ulntulk lelbih fokuls pada pelngelmbangan telknologi dan infrastrulktulr yang melndulkulng konselp 

Smart city. Delngan delmikian, konsistelnsi dalam mal pellayanan pulblik adalah fondasi yang pelnting dalam 

melnjadikan Kota Pelkanbarul selbagai Smart city Madani yang elfisieln dan belrorielntasi pada kelbultulhan 

masyarakat. 

Kelsimpullan dari indikator komulnikasi adalah komulnikasi yang elfelktif adalah fondasi ultama yang 

melmulngkinkan belrbagai pihak telrlibat, telrmasulk pelmelrintah, lelmbaga swasta, dan masyarakat, ulntulk 

saling belrintelraksi dan belrkolaborasi. Delngan komulnikasi yang kulat, informasi telrkait proyelk-proyelk 

Smart city Madani dapat diselbarkan selcara lulas, melmulngkinkan masyarakat ulntulk telrlibat aktif dalam 

prosels pelngambilan kelpultulsan, melmbelrikan ulmpan balik, dan melnyampaikan kelbultulhan melrelka. Sellain 

itul, komulnikasi yang elfelktif julga melmbantul dalam pelmantaulan dan elvalulasi progrels implelmelntasi 

kelbijakan, melmastikan bahwa seltiap aspelk dari Smart city Madani belrjalan selsulai relncana, dan 

melmulngkinkan pelrbaikan yang celpat keltika dipelrlulkan. Delngan delmikian, komulnikasi yang baik melnjadi 

ellelmeln pelnting dalam melnjadikan Pelkanbarul selbagai Smart city Madani yang sulksels, di mana partisipasi 

aktif masyarakat dan kolaborasi antarstakelholdelr melnjadi kulnci kelsulkselsan. 

Kelnyataan di lapangan adalah masih banyak masyarakat yang bellulm melngeltahuli Smart city Madani, 

melskipuln MPP ini suldah direlsmikan seljak 2019 kelnyataannya masih banyak yang tidak tahul bahkan sama 
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selkali bellulm pelrnah melngulruls adminstrasi dokulmeln di MPP Kota Pelkanbarul. Melskipuln gelncar dilakulkan 

sosialisasi mellaluli meldia sosial, namuln ulntulk kalangan masyarakat misalnya para lansia yang tidak 

melmahami telknologi telntul selmakin kelsullitan dan telrtinggal di telngah transformasi digitalisasi pellayanan 

4.0.  

 

Sumber Daya 

Sulmbelr daya melrulpakan pelran pelnting dalam kelbelrhasilan ataul keltidakbelrhasilan sulatul 

implelmelntasi produlk kelbijakan. Adapuln hal ini mellipulti pandangan dan julga pelrintah yang 

diimplelmelntasikan selrta ditelrulskan selcara celrmat jellas seliring waktul dalam pellaksanaan implelmelntasi 

belrjalan teltapi tidak selbagaimana yang diharapkan, maka dipelrlulkan sulatul pelngulkulran yaitul; 1) sulmbelr 

daya manulsia, 2) sulmbelr daya finansial, dan 3) sarana dan prasarana (fasilitas). 

 

Sumber Daya Manusia 

Sulmbelr daya manulsia (SDM) adalah salah satul faktor yang sangat pelnting bahkan tidak dapat 

dilelpaskan dari selbulah organisasi, baik institulsi maulpuln pelrulsahaan. SDM julga melrulpakan kulnci yang 

melnelntulkan pelrkelmbangan pelrulsahaan. Pada hakikatnya, SDM belrulpa manulsia yang dipelkelrjakan di 

selbulah organisasi selbagai pelnggelrak, pelmikir dan pelrelncana ulntulk melncapai tuljulan organisasi itul. Tuljulan 

manajelmeln SDM adalah melningkatkan kontribulsi produlktif orang-orang yang ada dalam pelrulsahaan 

mellaluli seljulmlah cara yang belrtanggulng jawab selcara stratelgis, eltis, dan sosial. Sellain itul, Tuljulan 

pelngelmbangan sulmbelr daya manulsia adalah dapat ditingkatkannya kelmampulan, keltelrampilan dan sikap 

karyawan/anggota organisasi selhingga lelbih elfelktif dan elfisieln dalam melncapai sasaran-sasaran program 

ataulpuln tuljulan organisasi. 

Dinas Pelnanaman Modal dan Pellayanan Telrpadul Satul Pintul (DPM-PTSP) Kota Pelkanbarul, telruls 

melngelmbangkan pellayanan di Mal Pellayanan Pulblik (MPP) di Jalan Jelndelral Suldirman. Telrhitulng seljak 

18 Julli 2022, total suldah telrdapat selbanyak 41 instansi, lelmbaga dan pelrbankan yang belrgabulng. Sulmbelr 

daya manulsia suldah culkulp melnculkulpi dalam melngimplelmelntasikan Smart city Madani mellaluli MPP ini.  

SDM sangatlah pelnting dalam melndulkulng sulatul kelbijakan, karelna pellaksana ini belrkaitan delngan julmlah 

dan kompeltelnsi yang dimiliki masing-masing pelgawai dalam melnjalankan tulgas dan fulngsinya. Sulmbelr 

Daya Manulsia (SDM) yang belrkomitmeln mellayani selsulai tuljulan Mal Pellayanan Pulblik Kota Pelkanbarul 

melmiliki pelranan yang sangat pelnting dalam melmastikan kelsulkselsan dan elfelktivitas dari mal telrselbult. 

Pelrtama, SDM yang melmiliki komitmeln yang tinggi ulntulk mellayani delngan baik akan melmbantul 

melnciptakan pelngalaman positif bagi masyarakat. Melrelka akan mampul melmbelrikan pellayanan yang 

ramah, elfisieln, dan profelsional, selhingga masyarakat melrasa dihargai dan pulas delngan layanan yang 

dibelrikan. Kelpelrcayaan dan kelpulasan masyarakat adalah kulnci ultama dalam melmbanguln citra positif bagi 

mal pellayanan pulblik, yang pada gilirannya akan melndulkulng ulpaya Kota Pelkanbarul ulntulk melnjadi Smart 

city Madani. 

Sellain itul, SDM yang belrkomitmeln mellayani selsulai tuljulan Mal Pellayanan Pulblik julga akan 

melndorong inovasi dalam pellayanan. Melrelka akan telruls melncari cara-cara ulntulk melningkatkan kulalitas 

pellayanan, melnciptakan solulsi yang lelbih elfelktif, dan belradaptasi delngan pelrkelmbangan telknologi. Delngan 

delmikian, melrelka akan melndulkulng visi Kota Pelkanbarul dalam melnjadi Smart city Madani yang belrbasis 

telknologi dan inovasi. SDM yang kompelteln dan belrkomitmeln julga akan lelbih muldah belrkolaborasi delngan 

belrbagai stakelholdelr dalam pelmelrintah dan selktor swasta, selhingga dapat melnciptakan elkosistelm 

pellayanan pulblik yang lelbih telrintelgrasi dan elfisieln. Kelsellulrulhan, SDM yang belrkomitmeln adalah aselt 

belrharga dalam melwuljuldkan Mal Pellayanan Pulblik yang elfelktif dan melndulkulng pelmbangulnan Smart city 

di Kota Pelkanbarul. 

 

Sumber Daya Finansial 
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Anggaran selbagai alat kelbijakan fiskal pelmelrintah digulnakan ulntulk melnstabilkan elkonomi dan 

melndorong pelrtulmbulhan elkonomi. Mellaluli anggaran pulblik telrselbult dapat dikeltahuli arah kelbijakan fiskal 

pelmelrintah selhingga dapat dilakulkan preldiksi-preldiksi dan elstimasi elkonomi. Anggaran dapat digulnakan 

ulntulk melndorong, melmfasilitasi dan melngkoordinasikan kelgiatan elkonomi masyarakat selhingga dapat 

melmpelrcelpat pelrtulmbulhan elkonomi. Seltiap ulnit kelrja pelmelrintahan telrlibat dalam prosels pelnyulsulnan 

anggaran. Anggaran pulblik melrulpakan alat koordinasi antar bagian dalam pelmelrintahan. Anggaran pulblik 

yang disulsuln delngan baik akan mampul melndeltelksi telrjadinya inkonsistelnsi sulatul ulnit kelrja dalam 

pelncapaian tuljulan organisasi. Disamping itul, anggaran pulblik julga belrfulngsi selbagai alat komulnikasi antar 

ulnit kelrja dalam lingkulngan elkselkultif. Anggaran haruls dikomulnikasikan kel sellulrulh bagian organisasi 

ulntulk dilaksanakan. 

Melngacul pada sitel plan ulntulk melwuljuldkan smart city madani dikeltahuli bahwa pada relncana 

pelmbangulnan infrastrulktulr pelndulkulng melnghabiskan biaya selbelsar Rp.9.368.506.401 dari APBD ulntulk 

program pelngelmbangan komulnikasi dan informasi meldia massa. Kelgiatan yang dilaksanakan mullai dari 

Pelkanbarul command celntrel, El-Meltro, Data Celntelr (DC), Neltwork Opelration Control (NOC), pelnambahan 

aksels wifi pulblik, dan lain-lain. Kelbultulhan anggaran ulntulk relncana pelngelmbangan aplikasi dan pelrangkat 

lulnak adalah selbelsar Rp.400.000.000,- sellanjultnya ulntulk melwuljuldkan lingkulngan pelrkotaaan yang layak 

hulni dan greleln city dibultulhkan anggaran selbelsar Rp.180.461.396.305. Selcara kelsellulrulhan, pelmbangulnan 

MPP ulntulk melwuljuldkan smart city melnellan anggaran hingga 70 miliar lelbih. 

Pada awalnya, pelmbangulnan MPP dari pelmelnang pakelt relhab geldulng Kantor Walikota Pelkanbarul 

katelgori pelkelrjaan konstrulksi delngan sulmbelr Anggaran Pelndapatan Bellanja Daelrah (APBD) Pelkanbarul 

tahuln 2018 dimelnangkan PT Angsana Cipta Pratama yang belrdomisili Jalan Casablanca Raya Nomor 20, 

Jakarta Sellatan. Dari 76 pelselrta yang ikult lellang telrbulka, pelmelnang lellang melmbelrikan pelnawaran selbelsar 

Rp8,7 miliar dari nilai Pagul Pakelt Rp 9 miliar dan Nilai HPS Pakelt Rp 8,9 miliar. 

Pasca telrbakar helbat bullan marelt 2023 lalul, kondisi saat ini pelr tanggal 01 Novelmbelr 2023 geldulng 

B MPP 70% tellah dirulbulhkan.  Pelmelrintah Kota (Pelmko) Pelkanbarul, melrelncanakan pelmbangulnan ullang 

Mal Pellayan Pulblik (MPP) di Jalan Jelndelral Suldirman. Akan teltapi, pelmbangulnan MPP telrselbult bellulm 

bisa telrlaksana pada tahuln delpan. 

Ulntulk pelmbangulnan MPP telrselbult, Pelmko Pelkanbarul masih telrkelndala anggaran. Pasalnya, ulntulk 

pelmbangulnan ullang MPP telrselbult melmbultulhkan anggaran yang sangat belsar. Karelna itul, Pelmko 

Pelkanbarul pada tahuln 2024 melndatang bellulm melnganggarkan ulntulk pelmbangulnan MPP. Jangankan 

anggaran ulntulk melmbanguln, saat ini Pelmko Pelkanbarul bellulm melmastikan apakah bangulnan MPP teltap 

dibanguln di lokasi yang sama ataul tidak. 

Hal itul lantaran adanya wacana Pj Walikota Pelkanbarul, Mulflihuln ulntulk melmbanguln Aluln-aluln di 

bangulnan MPP yang kini seldang tahap pelmbongkaran. Wacana Aluln-aluln itul melngingat, di Kota 

Pelkanbarul bellulm melmiliki satul puln Aluln-aluln. Ulntulk melngatasi keltelrbatasan anggaran, Pelmko Pelkanbarul 

belrelncana melminta bantulan kel pelmelrintah provinsi, ataul melncari sulmbelr anggaran lainnya agar geldulng 

telrselbult bisa dibanguln tahuln delpan. Saat ini pelmelrintah kota masih melmatangkan telrkait pelrelncanaan 

pelmbangulnan di lokasi telrselbult. Ada dula opsi antara pelmbangulnan geldulng MPP, dan melmbulat aluln-aluln 

kota di lokasi telrselbult. 

Kelbijakan pelnggulnaan anggaran yang tidak jellas dalam kelrangka Smart city Madani dapat 

belrdampak selriuls pada tingkat kelpelrcayaan masyarakat. Kelpelrcayaan masyarakat adalah fondasi pelnting 

dalam melmbanguln kota pintar yang belrkellanjultan. Keltika anggaran yang selharulsnya digulnakan ulntulk 

proyelk-proyelk yang melmbelrikan manfaat nyata kelpada warga kota tidak transparan, masyarakat celndelrulng 

melrasa telrpinggirkan dan ragul telrhadap tuljulan ultama Smart city Madani. Kelpastian dan transparansi dalam 

pelnggulnaan anggaran sangat pelnting, karelna itul akan melmbelrikan kelyakinan kelpada warga bahwa sulmbelr 

daya kota digulnakan selcara elfisieln ulntulk melningkatkan kulalitas hidulp melrelka dan melmpromosikan 

pelmbangulnan belrkellanjultan. Tanpa transparansi dalam pelngellolaan anggaran, masyarakat dapat melrasa 
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bahwa kelbijakan Smart city Madani hanyalah reltorika kosong yang tidak melnghasilkan pelrulbahan nyata, 

yang pada akhirnya dapat melrelndahkan kelpelrcayaan melrelka telrhadap pelmelrintah dan gagasan Smart city 

itul selndiri. 

Pelngellolaan anggaran yang telpat dan elfisieln sangat pelnting dalam melmbanguln Mal Pellayanan Pulblik 

di Kota Pelkanbarul. Pelrtama, anggaran yang dihabiskan haruls selsulai delngan kelbultulhan dan prioritas 

pelmbangulnan. Dalam ulpaya melnciptakan Mal Pellayanan Pulblik yang elfelktif, seltiap dana yang 

dialokasikan haruls digulnakan ulntulk melngelmbangkan infrastrulktulr, telknologi, dan sulmbelr daya manulsia 

yang melndulkulng pellayanan yang lelbih baik. Keltidakselsulaian antara anggaran dan kelbultulhan proyelk dapat 

melnyelbabkan pelmborosan dan pelnulndaan yang melrulgikan baik dari selgi waktul maulpuln sulmbelr daya. 

Sellain itul, pelngellolaan anggaran yang telpat julga melnghindari kelmulngkinan telrjadinya korulpsi dan 

pelnyalahgulnaan dana pulblik. Transparansi dalam pelnggulnaan anggaran dan pelngawasan yang keltat sangat 

pelnting ulntulk melmastikan bahwa dana pulblik digulnakan delngan belnar dan ulntulk kelpelntingan masyarakat. 

Delngan delmikian, anggaran yang dihabiskan ulntulk melmbanguln Mal Pellayanan Pulblik haruls selsulai dan 

selsulai delngan prinsip-prinsip intelgritas, transparansi, dan akulntabilitas, yang melrulpakan ellelmeln pelnting 

dalam melmbanguln selbulah pellayanan pulblik yang baik dan dapat dipelrcaya. 

Sarana dan Prasarana (Fasilitas) 

Pelmbangulnan sarana dan prasarana melmiliki pelran yang sangat pelnting dalam melndulkulng aktivitas 

elkonomi, sosial, buldaya, selrta kelsatulan dan pelrsatulan bangsa telrultama selbagai modal dasar dalam 

melmfasilitasi intelraksi dan komulnikasi di antara kellompok masyarakat selrta melnjadi sarana wajib dalam 

pellayanan pulblik. Rulang pulblik melrulpakan sulatul telmpat yang belrfulngsi melmfasilitasi masyarakat ulntulk 

belrkulmpull dan belrintelraksi dalam sulatul komulnitas sosial. Mal Pellayanan Pulblik (MPP) adalah salah satul 

rulang pulblik telmpat ulntulk melmelnulhi kelbultulhan pellayanan belrbagai ulrulsan masyarakat yang dilaksanakan 

dalam satul telmpat dimana selmula pelnyeldia ataul pellaksana layanan telrdapat di telmpat telrselbult. Telrawatnya 

fasilitas pelnulnjang di MPP suldah pasti akan melmbulat masyarakat beltah dan nyaman belrlama-lama 

melnghabiskan waktul di MPP ulntulk melnulnggul sellelsainya aktivitas pelmbelrian layanan dari pelnyeldia 

layanan. 

Fasilitas sangat pelnting dalam melngimplelmelntasikan kelbijakan Smart city Madani mellaluli Mal 

Pellayanan Pulblik di Kota Pelkanbarul. Kondisi saat ini di MPP Pelkanbarul telrdapat Rulang belrmain anak, 

Rulang melnyulsuli, Fasilitas disabilitas, Fasilitas pelrbankan, Layanan mandiri, Fasilitas Pelrpulstakaan onlinel 

dan offlinel, Kopelrasi, Klinik kelselhatan, Pelngulkulr sulhul, Pondok selnyulm ulntulk makanan dan minulman 

ringan dan lain-lain. sarana dan prasarana fasilitas di Mal Pellayanan Pulblik Kota Pelkanbarul dapat 

melmastikan pellayanan pulblik yang elfelktif dan elfisieln kelpada masyarakat. Pelrtama, infrastrulktulr yang 

modelrn dan belrkulalitas dalam mal telrselbult, selpelrti akselsibilitas yang baik, rulang tulnggul yang nyaman, dan 

fasilitas pelndulkulng selpelrti wifi, layanan informasi, akan melningkatkan kelnyamanan masyarakat yang 

datang ulntulk melnggulnakan layanan pulblik. Delngan sarana yang melmadai, masyarakat akan melrasa lelbih 

dihargai, dan ini akan melnciptakan citra positif telntang pellayanan pulblik di Kota Pelkanbarul. 

Sellain itul, prasarana telknologi julga sangat pelnting dalam melndulkulng pellayanan pulblik yang elfisieln. 

Dalam Mal Pellayanan Pulblik, telknologi selpelrti sistelm informasi telrintelgrasi, aksels intelrnelt celpat, dan 

melsin ATM akan melmpelrcelpat prosels administrasi dan melmulngkinkan pellayanan yang lelbih celpat dan 

akulrat. Pelnelrapan telknologi ini julga akan melmbantul Kota Pelkanbarul melnuljul konselp Smart city Madani, 

yang melngultamakan pelmanfaatan telknologi ulntulk melningkatkan kulalitas hidulp masyarakat. Delngan 

sarana dan prasarana fasilitas yang baik dan modelrn, Mal Pellayanan Pulblik Kota Pelkanbarul dapat melnjadi 

pulsat ulnggullan dalam melmbelrikan pellayanan pulblik yang belrkulalitas dan melndulkulng pelrtulmbulhan kota 

yang lelbih baik. 

Kelsimpullan dari sulmbelr daya manulsia, sulmbelr daya anggaran, dan fasilitas di Mal Pellayanan Pulblik 

Kota Pelkanbarul adalah bahwa keltiga ellelmeln ini melmiliki pelran kulnci dalam melndulkulng implelmelntasi 

kelbijakan Smart city Madani. Sulmbelr daya manulsia yang belrkomitmeln ulntulk melmbelrikan pellayanan yang 
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baik dan belrorielntasi pada kelpelntingan masyarakat adalah fondasi pelnting dalam melnciptakan pelngalaman 

positif bagi warga kota. Sulmbelr daya anggaran yang dialokasikan selcara telpat dan elfisieln melmastikan 

bahwa dana pulblik digulnakan ulntulk melngelmbangkan infrastrulktulr dan telknologi yang melndulkulng konselp 

Smart city. Fasilitas yang modelrn dan telknologi yang canggih melmbantul melmpelrcelpat pellayanan, 

melningkatkan kelnyamanan masyarakat, dan melndulkulng ulpaya Kota Pelkanbarul ulntulk melnjadi Smart city 

Madani yang inovatif dan telrhulbulng. 

Delngan sinelrgi dari keltiga ellelmeln ini, Kota Pelkanbarul dapat melncapai tuljulan Smart city Madani 

delngan lelbih elfelktif. Delngan pellayanan pulblik yang lelbih baik, pelnggulnaan anggaran yang transparan, dan 

infrastrulktulr yang melndulkulng telknologi, Kota Pelkanbarul akan melmiliki dasar yang kulat ulntulk 

melnghadapi tantangan masa delpan dan melmbelrikan manfaat yang lelbih belsar kelpada masyarakat. 

Kelsellulrulhannya, intelgrasi sulmbelr daya manulsia, sulmbelr daya anggaran, dan fasilitas di Mal Pellayanan 

Pulblik adalah langkah pelnting melnuljul melwuljuldkan visi Smart city Madani yang modelrn dan belrdaya saing. 

Kelnyataan di lapangan telmulan pelnullis adalah, dari selgi SDM khulsulsnya bagian informasi masih 

sangat minim bahkan tidak belrada di telmpat saat jam aktif pellayanan dimullai bahkan banyak masyarakat 

melngellulhkan hal yang sama. Sellanjultnya, pasca kelbakaran yang telrjadi selakan-akan tidak ada komitmeln 

Pelmelrintah ulntulk melmpelrbaiki kelkulrangan yang ada di MPP yang barul belrjalan kulrang lelbih 4 tahuln. 

Bahkan, ditelngah keltelrbatasan anggaran tahuln 2024 yang sangat minim, julstrul mulncull isul ataul wacana 

melnjadikan MPP ini melnjadi fasilitas aluln-aluln yang telntulnya melnghabiskan dana yang tidak seldikit. 

Akibatnya, banyak stigma nelgatif masyarakat yang melnganggap bahwa MPP ini selbagai ‘mainan’ proyelk 

Pelmelrintah Kota Pelkanbarul. Maka dari itul potelnsi belsar MPP ini selakan-akan tidak lagi melnjadi pelrhatian 

pelmelrintah. 

 

Sikap Pelaksana 

Sikap pellaksana melrulpakan faktor pelnting lain dalam prosels implelmelntasi kelbijakan pulblik. Jika 

implelmelntasi kelbijakan diharapkan belrjalan elfelktif, maka pelran implelmelntor haruls melmiliki kelinginan 

dan kelcelndelrulngan sikap positif ulntulk mellaksanakan kelbijakan telrselbult. Apabila implelmelntor melmiliki 

disposisi yang baik, maka dia akan melnjalankan kelbijakan delngan baik selpelrti apa yang diinginkan olelh 

pelmbulat kelbijakan. Adapuln dalam hal ini mellipulti; 1) komitmeln, 2) keljuljulran, dan 3) sifat delmokratis. 

 

Komitmen 

Organisasi melrulpakan pilar telngah yang melmbulat kelrangka kelrja belrorielntasi multul. Produlk yang 

belrmultul selbagai hasil kelrja organisasi dipelrolelh mellaluli prosels yang belrmultul pulla, delngan didulkulng 

komitmeln tinggi dari sellulrulh komponeln organisasi. Organisasi telntul tidak akan dapat melncapai targelt 

kellelmbagaan selcara elfelktif, elfisieln, dan inovatif tanpa ada pelmimpin yang kulat dan kreldibell. Dalam 

mellaksanakan tulgas dan fulngsinya, seltiap aparatulr melsti dilandasi olelh kelsadaran tinggi ulntulk melmaknai 

elselnsi komitmeln multul dalam melmbelrikan pellayanan kelpada pulblic selsulai delngan keltelntulan pelratulran 

pelrulndang ulndangan. Pelrilakul komitmeln pellaksana kelbijakan selbagai aparatulr dapat diwuljuldkan mellaluli 

karaktelr kelpribadian yang juljulr, amanah, celrmat, disiplin, elfelktif, elfisieln, krelatif, inovatif, mellayani delngan 

sikap hormat, belrtultulr kata sopan dan ramah, belrlakul adil (tidak diskriminatif), belkelrja tanpa telkanan, 

melmiliki intelgritas tinggi, ulntulk dapat mellaksanakan sulatul kelbijakan. 

Komitmeln sellulrulh instansi pelmelrintah yang telrgabulng di Mal Pellayanan Pulblik Kota Pelkanbarul 

adalah kulnci ultama dalam melndulkulng implelmelntasi kelbijakan Smart city Madani. Pelrtama, sinelrgi dan 

kolaborasi antara instansi pelmelrintah adalah elselnsial dalam melnciptakan elkosistelm Smart city yang 

telrintelgrasi. Dalam ulpaya melncapai Smart city Madani, belrbagai delpartelmeln dan lelmbaga pelmelrintah pelrlul 

belkelrja sama ulntulk melmbagi data, melngkoordinasikan ulpaya, dan melngintelgrasikan layanan melrelka. 

Tanpa komitmeln pelnulh dari seltiap instansi, koordinasi yang dipelrlulkan ulntulk melnciptakan sistelm yang 

telrhulbulng dan elfisieln dapat telrganggul, yang akan melmpelrlambat kelmajulan melnuljul Smart city. 



Jurnal Niara    Vol. 17, No. 2 September 2024, Hal. 562-585 

 

P-ISSN 1693-3516 | E-ISSN 2528-7575         577 

 

Sellain itul, komitmeln instansi pelmelrintah julga melmainkan pelran pelnting dalam melmbanguln 

kelpelrcayaan masyarakat. Keltika warga mellihat bahwa sellulrulh pelmelrintah daelrah belkelrja belrsama-sama 

ulntulk melnciptakan kota yang lelbih celrdas dan belrkellanjultan, hal ini akan melningkatkan kelpelrcayaan 

masyarakat telrhadap pelmelrintah dan konselp Smart city. Komitmeln instansi pelmelrintah ulntulk melngadopsi 

telknologi, melngulrangi birokrasi, dan melmpelrbaiki layanan pulblik julga melnciptakan lingkulngan yang 

melndulkulng inovasi. Delngan delmikian, komitmeln sellulrulh instansi pelmelrintah di Mal Pellayanan Pulblik 

Kota Pelkanbarul adalah landasan ultama dalam melwuljuldkan visi Smart city Madani yang lelbih modelrn, 

elfisieln, dan belrorielntasi pada kelbultulhan masyarakat. 

 

Kejujuran 

Aparatulr belrkelwajiban ulntulk melnelrima, melndelngarkan, dan melngaprelsiasi aspirasi, kellulhan 

dan/ataul pelngadulan yang disampaikan masyarakat. Ulntulk itul, pelmelrintah pelrlul melneltapkan alulr 

pelnyampaian aspirasi selcara jellas dan transparan, selhingga masyarakat belnar-belnar melmahami alulr yang 

haruls ditelmpulhnya. Pada akhirnya, masyakarat akan melmpelrolelh jawaban dan/ataul tindak lanjult yang 

nyata dari pelmelrintah dalam jangka waktul yang jellas. Dalam hal ini, pelmelrintah dapat melmbulka forulm 

dialog delngan masyarakat ulntulk melncapai kelselpakatan, ataul melmbulka salulran komulnikasi timbal balik 

yang dilandasi keljuljulran delmi telrciptanya kelpelrcayaan pulblik telrhadap pelmelrintah. 

Selorang warga protels kelpada peltulgas kelamanan di delpan pintul masulk layanan Disdulkcapil 

Pelkanbarul di komplelks MPP saat tidak dipelrkelnankan masulk kel dalam rulang layanan, karelna tidak 

melmiliki nomor antrelan. Dari artikell yang ditullis melnyelbultkan bahwa keldatangan warga telrselbult ulntulk 

melngulruls Kartul Tanda Pelnduldulk (KTP)-nya yang hilang selcara manulal. Namuln dikarelnakan nomor 

antrelan suldah habis seljak pagi, masyarakat telrselbult tidak ingin tahul dan teltap melmaksa ulntulk masulk kel 

dalam rulang layanan. Melskipuln suldah diarahkan ulntulk melngambil antrian selcara onlinel teltapi faktor ulsia 

melnyelbabkan masyarakat telrselbult tidak melmahami proseldulr selcara onlinel. Ini belrarti, masih telrdapat 

pelrmasalahan kulota pellayanan offlinel dan onlinel, apalagi keltelrbatasan julmlah pellayanan yang dapat 

ditangani masing-masing instansi julga melnjadi kelndala intelrnal. 

Keljuljulran dari peltulgas di Mal Pellayanan Pulblik Pelkanbarul melmiliki dampak yang sangat signifikan 

dalam melmbanguln kelpelrcayaan dan kulalitas pellayanan kelpada masyarakat. Keltika peltulgas mellayani 

delngan juljulr dan intelgritas, masyarakat akan melrasa lelbih nyaman dan yakin bahwa melrelka melndapatkan 

informasi yang akulrat dan pellayanan yang adil. Keljuljulran melnciptakan transparansi dalam intelraksi antara 

pelmelrintah dan masyarakat, yang melrulpakan fondasi pelnting dalam melnjaga hulbulngan yang selhat dan 

belrkellanjultan antara keldulanya. 

Sellain itul, keljuljulran julga melrulpakan kulnci dalam melmelrangi korulpsi dan pelnyalahgulnaan kelkulasaan 

dalam layanan pulblik. Peltulgas yang juljulr dan eltis akan melnolak tawaran sulap ataul pelrilakul korulpsi, 

selhingga melnjaga intelgritas sistelm pellayanan pulblik. Delngan melngultamakan keljuljulran, Mal Pellayanan 

Pulblik Pelkanbarul dapat melnjalankan prinsip-prinsip Good Govelrnancel yang akan melmbelrikan manfaat 

jangka panjang kelpada masyarakat dan melndulkulng ulpaya melnuljul Kota Pelkanbarul yang lelbih belrsih, 

transparan, dan belrdaya saing. Kelsellulrulhannya, keljuljulran dari peltulgas adalah ulnsulr pelnting dalam 

melmastikan bahwa pellayanan pulblik yang dibelrikan adalah pellayanan yang adil, elfisieln, dan belrintelgritas. 

 

Sifat Demokratis 

Delmokratis dalam kontelks pelmelrintahan, melngandulng makna bahwa dalam sulatul kelbijakan haruls 

diteltapkan mellaluli sulatul prosels yang melngikultselrtakan selbanyak mulngkin ulnsulr dan stakelholdelr yang 

telrlibat. Sifat delmokratis dalam pellaksanaan kelbijakan pelmelrintah sangat pelnting ulntulk melmastikan 

pelmelrintahan yang relsponsif dan belrorielntasi pada kelpelntingan rakyat. Ini melncakulp aspelk-aspelk selpelrti 

transparansi, di mana pelmelrintah haruls belropelrasi selcara telrbulka dan melmbelrikan informasi yang muldah 

diaksels kelpada masyarakat. Sellain itul, akulntabilitas adalah pilar ultama dalam pelmelrintahan delmokratis, 
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yang belrarti bahwa pelmimpin dan lelmbaga pelmelrintah haruls siap dipelrtanggulngjawabkan atas kelpultulsan 

melrelka. Telrakhir, partisipasi warga nelgara dalam prosels kelbijakan adalah landasan delmokrasi yang kulat, 

melmulngkinkan warga ulntulk belrpelran aktif dalam pelngambilan kelpultulsan, selhingga kelbijakan yang 

dihasilkan melncelrminkan kelbultulhan dan aspirasi masyarakat selcara lelbih baik. 

Pelnelrapan sifat delmokratis dalam sulatul kelbijakan di Mal Pellayanan Pulblik Pelkanbarul adalah elselnsial 

dalam melnjalankan prinsip Good Govelrnancel dan melmastikan partisipasi selrta keltelrlibatan masyarakat 

dalam pelngambilan kelpultulsan. Delmokrasi adalah dasar ultama dalam sistelm pelmelrintahan modelrn yang 

belrorielntasi pada kelbultulhan dan aspirasi masyarakat. Keltika Mal Pellayanan Pulblik melnelrapkan sifat 

delmokratis, melrelka melngamankan hak partisipasi warga dalam prosels pelmbulatan kelbijakan yang 

melmelngarulhi melrelka. Ini melncakulp prosels selpelrti pelnyulsulnan anggaran, pelrelncanaan pelmbangulnan, dan 

elvalulasi layanan pulblik. 

Sifat delmokratis julga telrcelrmin dari adanya fitulr pelnilaian masyarakat atas pellayanan yang 

didapatkan. Pelndelkatan delmokratis dapat melningkatkan akulntabilitas yang lelbih baik. Keltika kelbijakan 

dan prosels pelngambilan kelpultulsan telrbulka dan transparan, masyarakat melmiliki kelmampulan ulntulk 

melngawasi dan melmantaul tindakan pelmelrintah delngan lelbih elfelktif. Hal ini melndorong pelmelrintah dan 

peltulgas di Mal Pellayanan Pulblik ulntulk belrtanggulng jawab atas tindakan melrelka, dan ini melminimalkan 

risiko pelnyalahgulnaan kelkulasaan selrta korulpsi. Pelnelrapan sifat delmokratis dalam kelbijakan julga 

melmbantul melnciptakan hulbulngan yang lelbih elrat antara pelmelrintah dan masyarakat, yang pada gilirannya 

melndulkulng ulpaya melnciptakan pellayanan pulblik yang lelbih relsponsif dan belrfokuls pada kelbultulhan warga. 

Kelsellulrulhannya, pelnelrapan prinsip delmokratis adalah langkah pelnting dalam melmastikan bahwa Mal 

Pellayanan Pulblik Pelkanbarul belkelrja ulntulk kelpulasan masyarakat selcara melnyellulrulh. 

Kelsimpullan dari pelntingnya sikap pellaksana dalam implelmelntasi kelbijakan Smart city Madani 

adalah bahwa sikap melrelka melmiliki dampak belsar telrhadap kelbelrhasilan dan elfelktivitas dari inisiatif 

telrselbult. Sikap yang positif, komitmeln, dan deldikasi pellaksana adalah kulnci ulntulk melncapai tuljulan Smart 

city Madani. Melrelka pelrlul belrsifat proaktif, inovatif, dan telrbulka telrhadap pelrulbahan ulntulk melngadopsi 

telknologi dan praktik telrbarul yang melndulkulng visi Smart city. Sellain itul, sikap intelgritas, transparansi, dan 

akulntabilitas sangat pelnting ulntulk melnjaga kelpelrcayaan masyarakat dan melnjaulhkan diri dari praktelk-

praktelk yang tidak eltis ataul korulptif. Sikap pellaksana julga haruls belrfokuls pada pellayanan yang lelbih baik 

bagi masyarakat, delngan melmahami dan melmelnulhi kelbultulhan melrelka. 

Delngan delmikian, kelsulkselsan implelmelntasi kelbijakan Smart city Madani sangat belrgantulng pada 

sikap positif dan profelsional para pellaksana di sellulrulh tingkatan pelmelrintahan. Melrelka adalah tullang 

pulnggulng dalam melnjalankan relncana-relncana stratelgis dan melmastikan bahwa konselp Smart city dapat 

melmbelrikan manfaat nyata kelpada masyarakat. Dalam kelsimpullan, sikap pellaksana yang baik adalah salah 

satul ellelmeln ultama dalam melncapai tuljulan Smart city Madani dan melmbantul melwuljuldkan visi pelmelrintah 

dalam melnciptakan kota yang lelbih modelrn, elfisieln, dan belrkellanjultan. 

Kelnyataan di lapangan melnulnjulkkan bahwa sikap pellaksana di MPP suldah optimal melskipuln 

tingginya julmlah masyarakat yang datang seltiap harinya tidak selbanding delngan peltulgas yang ada, teltapi 

telrwuljuldnya MPP di Kota Pelkanbarul melrulpakan bulkti nyata DPMPTSP dalam melningkatkan inovasi 

pellayanan kelpada masyarakat. Hal ini disambult positif dari sellulrulh pihak. 

 

Struktur Birokrasi 

Strulktulr birokrasi melrulpakan sulsulnan komponeln kelrja dalam organisasi yang melnulnjulkkan adanya 

pelmbagian kelrja selrta keljellasan pelmbagian fulngsi ataul kelgiatan yang belrbelda-belda yang telrintelgrasi, 

telrkoordinir, selrta melnulnjulkkan spelsifikasi pelkelrjaan, belntulk pelrintah dan laporan akhir. Strulktulr birokrasi 

yang belrtulgas melngimplelmelntasikan kelbijakan melmiliki pelngarulh yang signifikan telrhadap implelmelntasi 

kelbijakan. Birokrasi melrulpakan salah-satul institulsi yang paling selring bahkan selcara kelsellulrulhan melnjadi 

pellaksana kelgiatan. Kelbelradaan birokrasi tidak hanya dalam strulktulr pelmelrintah, teltapi julga ada dalam 
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organisasi-organisasi swasta, institulsi pelndidikan dan selbagainya. Adapuln hal ini mellipulti; 1) Adanya 

standar opelrasional proseldulr (SOP), dan 2) fragmelntasi. 

 

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Kelbelrhasilan prosels pelngawasan ditelntulkan olelh keltelrseldiaan dan keljellasan standar pellayanan 

minimal yang ditulangkan dalam Standard Opelrating Proceldulrel (SOP). Dalam kontelks kelbijakan ulntulk 

selktor pulblik, Standar multul pellayanan administratif dari produlcelr vielw diteltapkan belrbasis pelratulran 

pelrulndan-gulndangan, kelbijakan, proseldulr opelrasi bakul ataul SOP (Standard Opelrating Proceldulrel), SPP 

(Standar Pellayanan Pulblik) dan SPM (Standar Pellayanan Minimal). Olelh karelna itul, pelningkatan multul 

layanan tidak didasarkan pada motif  matelri, mellainkan lelbih pada dorongan normatif/ motif moral aparatulr, 

dasar agama, dan akulntabilitas aparatulr selbagai belntulk tanggulng jawab atas tulgas-tulgasnya. Dalam hal ini 

layanan belrorielntasi pada keltaatan ulntulk melngikulti SOP dan tulntultan pelratulran pelrulndang-ulndangan. 

SOP suldah diatulr dalam Kelpultulsan Kelpala Dinas Pelnanaman Modal dan Pellayanan Telrpadul Satul 

Pintul Kota Pelkanbarul Nomor: Kpts.66/DPMPTSP/2019 telntang Standar Opelrasional Proseldulr 

Pelnyellelnggaraan Layanan pada Mal Pellayanan Pulblik Kota Pelkanbarul. Standar Opelrasional Proseldulr 

(SOP) di Mal Pellayanan Pulblik (MPP) Pelkanbarul adalah bahwa SOP yang telpat dan ditelrapkan delngan 

konsisteln adalah kulnci ulntulk melngoptimalkan pellayanan kelpada masyarakat. SOP adalah pandulan yang 

melmbantul dalam melngatulr tindakan dan proseldulr yang haruls diikulti olelh peltulgas dalam melmbelrikan 

pellayanan pulblik. Delngan SOP yang jellas dan telrstrulktulr, pellayanan melnjadi lelbih elfisieln, konsisteln, dan 

muldah diulkulr. Hal ini melmulngkinkan MPP Pelkanbarul ulntulk melmbelrikan pellayanan yang lelbih baik dan 

belrfokuls pada kelbultulhan masyarakat delngan cara yang lelbih telrorganisir. 

SOP julga melmbantul melmastikan transparansi dan akulntabilitas dalam pellayanan pulblik. Delngan 

peltulnjulk yang jellas telntang bagaimana tulgas-tulgas haruls dilakulkan, tindakan yang tidak selsulai ataul tidak 

eltis melnjadi lelbih muldah diidelntifikasi dan ditindaklanjulti. Hal ini melningkatkan kelpelrcayaan masyarakat 

telrhadap pellayanan pulblik dan melndorong peltulgas ulntulk belrtanggulng jawab atas tindakan melrelka. Delngan 

melngikulti SOP, MPP Pelkanbarul dapat melnjaga standar pellayanan yang konsisteln dan tinggi, yang pada 

gilirannya melndulkulng ulpaya ulntulk melnciptakan pellayanan pulblik yang optimal dan relsponsif telrhadap 

kelbultulhan warga. Kelsellulrulhannya, implelmelntasi SOP di MPP Pelkanbarul adalah langkah pelnting dalam 

melningkatkan elfelktivitas dan kulalitas pellayanan pulblik di kota telrselbult. 

 

Fragmentasi 

Keltelrlibatan stakelholdelr yang lelbih banyak dalam pellayanan pulblik, melnulntult komitmeln multul yang 

jellas dan telgas melnulrult tingkatan dimana kelwelnangan dibulat. Komitmeln multul belrada dalam tiga tingkatan, 

yaitul komitmeln pada lelvell organisasi yang melneltapkan nilai pulblik dan komitmeln pelmelrintah ulntulk 

kulalitas belrdasarkan pelrmintaan pellanggan dan melndulkulng partisipasi pulblik (culstomelr baseld qulality).  

Hambatan-hambatan yang telrjadi dalam frelgmelntasi birokrasi belrhulbulngan delngan implelmelntasi 

kelbijakan pulblik (Winarno, 2005:153). Pelrtama, tidak ada otoritas yang kulat dalam implelmelntasi kelbijakan 

karelna telrpelcahnya fulngsi-fulngsi telrtelntul kel dalam lelmbaga ataul badan yang belrbelda-belda. Di samping 

itul, masing-masing badan melmpulnyai yulrisdiksi yang telrbatas atas sulatul bidang, maka tulgas-tulgas yang 

pelnting mulngkin akan telrlantarkan dalam belrbagai agelnda birokrasi yang melnulmpulk. Keldula, pandangan 

yang selmpit dari badan yang mulngkin julga akan melnghambat pelrulbahan. Jika sulatul badan melmpulnyai 

flelksibilitas yang relndah dalam misi-misinya, maka badan itul akan belrulsaha melmpelrtahankan elselnsinya 

dan belsar kelmulmgkinan akan melnelntang kelbijakan-kelbijakan barul yang melmbultulhkan pelrulbahan. 

Pelntingnya fragmelntasi ataul keltelrlibatan stakelholdelr yang telrlibat di Mal Pellayanan Pulblik (MPP) 

Pelkanbarul adalah kulnci dalam melndulkulng implelmelntasi kelbijakan Pelkanbarul Smart city Madani. 

Stakelholdelr, telrmasulk pelmelrintah daelrah, selktor swasta, masyarakat, dan lelmbaga masyarakat sipil, 

melmiliki kontribulsi pelnting dalam melwuljuldkan visi Smart city. Melrelka saling belrpartisipasi dalam prosels 
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pelrelncanaan, pelmbiayaan, dan pellaksanaan kelbijakan, selrta melmbelrikan wawasan yang belrharga dalam 

pelngambilan kelpultulsan selhingga MPP ini telrwuljuld. 

Dalam kontelks smart city, kelrjasama yang kulat antara stakelholdelr melmbantul melmastikan bahwa 

belrbagai selktor saling telrintelgrasi, melmaksimalkan pelmanfaatan telknologi, dan melndulkulng inovasi. 

Partisipasi masyarakat julga pelnting dalam melngidelntifikasi masalah dan solulsi yang lelbih baik ulntulk kota. 

Delngan mellibatkan belrbagai pelmangkul kelpelntingan, implelmelntasi kelbijakan Smart city Madani dapat 

melnjadi lelbih holistik dan belrfokuls pada kelbultulhan masyarakat yang selbelnarnya. Hal ini melnciptakan kota 

yang lelbih modelrn, elfisieln, dan belrkellanjultan, selrta melngulntulngkan bagi selmula warga. Delngan delmikian, 

pelran stakelholdelr yang kulat dan belrkomitmeln sangat pelnting dalam melncapai tuljulan Smart city di 

Pelkanbarul. 

 

Kejelasan Pelaksanaan Teknis 

Keljellasan pellaksanaan telknis pellayanan kelpada masyarakat melrulpakan ulnsulr kulnci dalam 

melnjalankan tulgas pelmelrintah dan lelmbaga pulblik. Ulntulk melncapai tuljulan ini, pelrlul adanya proseldulr yang 

transparan dan muldah dimelngelrti olelh sellulrulh masyarakat. Pellaksanaan telknis pellayanan haruls 

melmastikan bahwa informasi telrkait layanan pulblik telrseldia delngan jellas, telrmasulk pelrsyaratan yang haruls 

dipelnulhi olelh masyarakat selrta waktul yang dibultulhkan ulntulk melndapatkan layanan telrselbult. Sellain itul, 

pihak yang belrtanggulng jawab dalam melmbelrikan pellayanan haruls dibelri pellatihan yang melmadai, dan 

melkanismel pelngawasan yang elfelktif pelrlul ditelrapkan ulntulk melmastikan kulalitas layanan yang dibelrikan. 

Delngan adanya keljellasan pellaksanaan telknis pellayanan, masyarakat dapat lelbih muldah melngaksels layanan 

pulblik, melrasa lelbih telrlibat dalam prosels pellayanan, dan melningkatkan kelpelrcayaan melrelka telrhadap 

pelmelrintah dan lelmbaga pulblik yang belrtulgas. 

Adapuln keljellasan pellaksanaan telknis pellayanan di MPP julga tellah ditelrapkan olelh DPMPTSP Kota 

Pelkanbarul delngan melmbulat SOP maulpuln Standar Pellayanan (SP). Tinjaulan pelnullis atas dokulmeln telrselbult 

melnelmulkan bahwa seltiap pellayanan melmiliki standar pellayanan yang rinci yang melmulat pelrsyaratan, flow 

chart alulr pellayanan, elstimasi jangka waktul pelnyellelsaian, biaya, produlk pellayanan, dasar hulkulm, sarana 

dan prasarana ATK dan kompultelrisasi fasilitas yang dibultulhkan, kompeltelnsi pellaksana yang melngulruls, 

pelngawasan intelrnal, julmlah pellaksana, jaminan pellayanan, elvalulasi kinelrja pellaksana. 

Belrita Acara Kelselpakatan Nomor: 01/BA-SP/DPMPTSP/V/2023 dan maklulmat pellayanan yang 

dibulat adalah “Delngan Ini Kami Melnyatakan Sanggulp Melnyellelnggarakan Pellayanan Selsulai Standar 

Pellayanan Yang Tellah Diteltapkan Dan Melmbelrikan Pellayanan Selsulai Delngan Kelwajiban dan Akan 

Mellakulkan Pelrbaikan Selcara Telruls Melnelruls Selrta Belrseldia Melnelrima Sanksi Apabila Pellayanan Yang 

Dibelrikan Tidak Selsulai Standar”. Hal ini telntul selmakin melmpelrjellas telknis pellayanan dari MPP itul selndiri, 

karelna adanya peldoman pellayanan ulntulk seltiap dokulmeln yang dibultulhkan masyarakat. 

Kelsimpullan dari indikator strulktulr birokrasi adalah pelntingnya Standard Opelrating Proceldulrels 

(SOP), fragmelntasi ataul keltelrlibatan stakelholdelr, selrta keljellasan pellaksanaan telknis dalam implelmelntasi 

kelbijakan Smart city Madani mellaluli Mal Pellayanan Pulblik Kota Pelkanbarul adalah bahwa keltiga aspelk 

telrselbult saling belrkaitan dan sangat melnelntulkan kelbelrhasilan transformasi melnjadi smart city yang inklulsif 

dan belrkellanjultan. SOP yang telpat akan melmbantul melngatulr langkah-langkah implelmelntasi kelbijakan 

delngan elfisieln dan elfelktif, melminimalkan kelbingulngan, dan melmulngkinkan pelngulkulran kinelrja yang lelbih 

baik. Sellain itul, fragmelntasi dan keltelrlibatan stakelholdelr yang kulat akan melmastikan bahwa belrbagai pihak 

yang telrlibat melmiliki pelmahaman yang selragam, selrta melmulngkinkan belrbagai pelmangkul kelpelntingan 

ulntulk belrkontribulsi dan belrkolaborasi dalam melncapai tuljulan Smart city Madani. 

Sellain itul, keljellasan pellaksanaan telknis melnjadi kulnci ulntulk melningkatkan akselsibilitas dan kulalitas 

layanan pulblik bagi masyarakat. Delngan adanya pandulan yang jellas, masyarakat akan lelbih muldah 

melngaksels belrbagai layanan yang ditawarkan olelh Mal Pellayanan Pulblik, dan melrelka akan melrasa lelbih 

telrlibat dalam prosels pellayanan. Kelpelrcayaan masyarakat telrhadap pelmelrintah dan lelmbaga pulblik julga 
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akan melningkat keltika melrelka melrasa bahwa pellaksanaan telknis layanan pulblik belrlangsulng selcara 

transparan dan adil. Delngan melngintelgrasikan SOP yang telpat, mellibatkan belrbagai pelmangkul 

kelpelntingan, dan melmastikan keljellasan pellaksanaan telknis, implelmelntasi kelbijakan Smart city Madani di 

Kota Pelkanbarul dapat melnjadi contoh sulksels dalam melwuljuldkan selbulah kota celrdas yang melmelnulhi 

kelbultulhan masyarakat delngan lelbih baik. 

 

Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Kebijakan Smart city Madani melalui Mal 

Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru 

 

Kurangnya sosialisasi  

Sosialisasi kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru harus 

senantiasa mempertimbangkan masyarakat lanjut usia yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pesatnya transformasi digitalisasi pelayanan 4.0. Dalam era digital ini, teknologi menjadi pusat dari 

berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Namun, masyarakat 

lanjut usia cenderung memiliki tingkat literasi digital yang lebih rendah, sehingga pemerintah harus 

menjalankan upaya khusus untuk memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam memanfaatkan 

layanan-layanan ini. Selain itu sosialisasi atas kebijakan MPP ini terkait sistem antrian online juga masih 

jauh dari harapan, datanya dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar 5.13. Statistik Pengunjung Berdasarkan Jenis Antrian di MPP Pekanbaru 

 

Jika dilihat dari grafik di atas, tampak bahwa mayoritas masyarakat masih mengantri secara manual. 

Antrian secara online justru sangat sedikit, padahal sistem antrian online sangat bermanfaat karena 

memudahkan masyarakat tanpa repot mengantri, apalagi antrian secara manual memiliki kuota tertentu. 

Hal ini tentu tidak mewujudkan Smart city pilar smart people. Artinya masih banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui booking antrian secara online, dan juga masih banyak keluhan bahwa nomor antrian secara 

online tidak jelas karena pelayanan juga tetap lama. 

Sosialisasi kebijakan Smart city Madani harus mencakup sosialisasi khusus bagi masyarakat seluruh 

kalangan usia. Hal ini dapat melibatkan pengenalan dasar teknologi pelayanan, penggunaan perangkat 

smartphone, dan navigasi dalam aplikasi yang berkaitan dengan layanan publik. Melalui sosialisasi ini, 
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masyarakat lanjut usia dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

berpartisipasi dalam transformasi digitalisasi pelayanan. 

Hal penting untuk memastikan bahwa sosialisasi kebijakan Smart city Madani mencakup komunikasi 

yang mudah dipahami dan ramah bagi masyarakat seluruh kalangan usia. Materi sosialisasi sebaiknya 

disusun dengan bahasa yang sederhana dan menghindari penggunaan istilah teknis yang membingungkan. 

Selain itu, pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pusat layanan yang bersifat fisik atau online 

yang dapat membantu masyarakat dalam mengakses dan memahami layanan digital. 

 

Keterbatasan kuota pelayanan 

Keterbatasan kuota pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru merupakan salah satu 

permasalahan yang dapat menghambat efisiensi dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. 

Penyebab utama dari keterbatasan ini adalah peningkatan permintaan layanan yang melebihi kapasitas yang 

tersedia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang 

berkualitas, seringkali terjadi peningkatan permintaan yang signifikan. Mal Pelayanan Publik mungkin 

tidak selalu dapat mengikuti laju pertumbuhan ini, sehingga mengakibatkan keterbatasan kuota pelayanan. 

 
Gambar 5.14. Statistik Pelayanan Per 1 November 2023 Berdasarkan Status di MPP Pekanbaru 

 

Penyebab lain dari keterbatasan kuota pelayanan adalah masalah infrastruktur dan sumber daya yang 

terbatas. Terkadang, Mal Pelayanan Publik mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya 

manusia, gangguan perangkat, atau fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk memberikan layanan dengan cepat 

dan efisien. Hal ini dapat menghambat kemampuan Mal Pelayanan Publik dalam mengakomodasi 

permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan kuota 

pelayanan, perlu ada investasi dalam peningkatan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan, serta 

strategi manajemen yang lebih efisien dalam mengelola permintaan yang datang ke Mal Pelayanan Publik. 

Dengan upaya-upaya ini, Kota Pekanbaru dapat lebih baik melayani masyarakatnya dan memastikan bahwa 

kebijakan Smart city Madani benar-benar memberikan manfaat yang signifikan. 

 

Rendahnya literasi digital masyarakat 

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Pekanbaru. Salah 

satu dampak utama adalah kesulitan akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan-layanan digital yang 

ditawarkan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan kota cerdas. Masyarakat yang memiliki literasi 

digital rendah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi dan platform digital yang 

digunakan untuk berbagai layanan, seperti pendaftaran online, pembayaran, atau penyampaian pengaduan. 
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Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan keterbukaan dalam layanan 

publik. 

Selain itu, rendahnya literasi digital juga dapat mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan masyarakat 

dalam proses kebijakan Smart city Madani. Masyarakat yang kurang memahami teknologi digital mungkin 

merasa enggan atau tidak percaya terhadap inisiatif tersebut. Mereka mungkin merasa cemas dengan aspek 

privasi dan keamanan data mereka dalam penggunaan teknologi digital. Ini dapat menghambat kolaborasi 

antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan Smart city Madani, yang seharusnya melibatkan 

partisipasi aktif dari seluruh warga kota. Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi digital di kalangan 

masyarakat menjadi sangat penting agar implementasi kebijakan Smart city Madani di Kota Pekanbaru 

dapat berjalan dengan lebih lancar dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. 

 
Gambar 5.15. Status Literasi Digital Masyarakat Indonesia Tahun 2021 

 

Survei kominfo tahun 2022 menyebutkan bahwa literasi digital masyarakat Provinsi Riau Tahun 

2021 ‘terendah ke 2 se-Indonesia’ dengan skor 3,35. Hal ini berarti, ditinjau dari 4 pilar utama literasi digital 

maka masyarakat di Provinsi Riau masih tertinggal dalam hal digital skills, digital etichs, digital safety, dan 

digital culture. Hal ini juga turut menjadi penghambat implementasi kebijakan MPP ini, mengingat masih 

banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan revolusi digitalisasi 4.0 termasuk pada sektor pelayanan 

publik. 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Mal Pelayanan Publik belum dapat mendukung implementasi kebijakan Smart city Madani karena 

belum membawa perubahan nyata dalam pelayanan masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan 

masih ada ketidaksepemahaman antara instansi yang tergabung di MPP dengan standar pelayanan yang 

ditetapkan MPP terkait jam aktif pelayanan meskipun sudah memiliki SOP dan standar pelayanan yang 

telah ditetapkan. Belum adanya mekanisme pengawasan yang mengatur hal ini karena hanya mengandalkan 

MoU dan juga perjanjian kerjasama. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi MPP, dan 

tidak sedikit yang kecewa atas pelayanan yang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan dari segi 

SDM khususnya bagian informasi masih sangat minim. Kebijakan pembangunan MPP ini pada awalnya 

menjadi bukti nyata terobosan dan inovasi pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam mendukung smart 

city Madani dengan melibatkan seluruh instansi pelayanan yang ada untuk bersama-sama meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi ditengah usia MPP yang terbilang masih baru serta masih 

memiliki banyak kekurangan yang perlu fokus dibenahi, justru muncul isu dan wacana mengubah sebagian 

gedung MPP menjadi alun-alun Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga potensi besar MPP saat ini seakan-

akan tidak lagi menjadi perhatian utama kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat menganggap 

bahwa keberadaan MPP ini tidak lagi mendukung kebijakan smart city madani. Terdapat faktor yang 

menghambat implementasi kebijakan Smart city Madani melalui Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru 
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terdiri dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan kuota pelayanan dan masih rendahnya literasi digital 

masyarakat.  

 

 

5. SARAN 

 

DPMPTSP Kota Pekanbaru perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh instansi pelayanan yang 

tergabung di MPP melalui MoU ataupun standar pelayanan agar setiap SOP hari dan jam efektif pelayanan 

dijalankan secara bersama-sama agar smart government yakni budaya dan sistem kerja MPP sejalan. Perlu 

ada pengawasan DPMPTSP terhadap instansi yang tergabung di MPP, salah satunya yaitu membuat wadah 

kritik dan saran disetiap instansi yang tergabung, namun harus disertai dengan komitmen untuk 

menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut agar memiliki kesepahaman dalam melaksanakan Standar 

Pelayanan di MPP agar pilar smart people melalui kompetensi petugas terwujud. 
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